
Untuk  meningkatkan  pertumbuhan  dan  perkembangan  ekonomi  Daerah,  serta  sebagai
upaya pemerintah dalam menggali sumber pendapatan asli daerah untuk mensejahterakan
masyarakat,  Pemerintah Daerah perlu melakukan penyertaan modal.  Disamping itu PT
Bank Pembangunan Daerah sebagai Badan Usaha Milik Pemerintah Provinsi Sumatera
Barat, perlu diberikan penambahan penyertaan modal daerah dalam rangka memperbaiki
struktur  permodalan  dan/atau  meningkatkan  kapasitas  usaha  yang  dilakukan  secara
seksama  dan  disesuaikan  dengan  kemampuan  keuangan  daerah.  Ketentuan  mengenai
penyertaan modal daerah dalam Perda Nomor 7 Tahun 2016 perlu dilakukan perubahan
sesuai  dengan  ketentuan  perundang-undangan  yang  berlaku.  Maka  perlu  menetapkan
Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang
Penyertaan Modal Daerah pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Sumatera
Barat.


